
KORAN HAL

Haluan 6

Padang Ekspres

Singgalang

Pos Metro

SUB BAGIAN HUMAS TU KALAN

BPK SUMBAR
2 0 2 2

1 2 3 4 s il o l)z I s I e I 10 I 11 | 12

Tuntaskan Temuan BPK
kemudian hari. Batas waktu yang
diberikan BPKitu 60 hari. dinas yanf
menjadi mitra I(omisi III menyang-
gupi halitu," katanya.

Pemprov atau OPD. t erkait, kata-
nya, juga perlu segera meminta
pendapat dari Kemendagri dan BPI(
untuk menyelesaikan permasalahan ini
agar tidak jadi temuan. Selain itu,
pihaknya iuga meminta tidak lagi
teriadi keterlambatan bayar bagi
proyek yang sudah selesai dikerjakan.

"Mengenai kelebihan bayar itw
angkanya memang tidak besar, tapi
kami minta Pemprov tetib adminii-
trasi, tertib aturan. Kami juga meminta
tidak lagi ada pembay^r^n yang
teiarrbat,sebab kemari banyak peker-
jaanyang sudah selesai, tapi pemba-
yar nnyabelum dilunasi." katanva.- 

Keferlambatanbdyar itu, kiianya,
akan membuat rugi rekanan. Sebab itu,
ia meminta agar Pemptov dan OPD
terkait tertib administrasi dan at:ul:n.

'Jangan ada Iagi ketedambatan
baya4 ini merugikan pengusaha atau
rekanan yang baru membaik setelah
pandemi. Untuk Biro B atang dan J asa
agar segera melakukan pelelangan pro-
yek,agat anggaran cepat terserap dan
ekonomi masyarakat
dapatpulihdan'
memb aik,."
katanya.(tga) 1:1

PADANG, FIALUAN-
Komisi III DPRD Sumbar

meminta beberapa OPD di
lingkungan Pemprov Sumbar

segera m-enyeiesaikan
kelebihan bayar yang men

jadi temuan dalam Lapo ran
Hasil F_emer{ksaan (LHP)

BPK.

Ketua Komisi III Ali Tanjung
mengatakan pihaknya telah melak-
sanakan rapat kerja pembahasan
Ranperda Tentang Pertanggungjawa-
ban Pelaksanaan APBD ( PPA) Tahun
202'1, bersanamitra kerja OPD terkaig
di Batusangkar, tvtl"ggi (19/6).

"Dalam kesempatan itu, kami
menekankan tentanglH? BPK. Dite-
mqlan ada kelebihan bayarhonoradum
PA dan KPA di lingkungan Pemda
Sumbar," katanya, Senin Q0 / 6).

Setelah dimintai pendapat dari
OPD terkait, hal itu terladtlantaran
kesalahpahaman dalam memahami
atwran* Ia mengatakan, antara Pem-
prov dan BPK berbed? cry? penaf-
suan antan aturan yang bedaku.

"Meskipun begitu, kami tidak
mentolerir hal demikian, kami minta
segera diselesaikan, jangan sampai
menjadikan tdrnuan bagi BPK di
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